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langsung pintar dan mempunyai ilmu, yakni ia dilahirkan tidak

mengetahui apa-apa.”
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berkumpul pada suatu majlis.’
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ABSTRAK

Pada hari Rabu Tanggal 7 November Tahun 2012, ketika
siang hari terjadi kericuhan penggusuran rumah di Rt. 09 Rw.
19 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.
Selain satu keluarga yang tinggal di dalam rumah tersebut
terdapat penyewa kamar kost yang merasakan kerugian akan
penggusuran Pemerintah. Pemerintah belum memberi ganti
rugi sesuai kesepakatan antara pemilik bangunan dan
Pemerintah. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana
ketentuan sewa-menyewa rumah menurut Undang-Undang?,
bagaimana ketentuan pembebasan lahan oleh Pemerintah? dan
apa hak penyewa bangunan yang berdiri di atas tanah yang
akan diambil alih oleh Pemerintah?

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian
kepustakaan (library research). Tujuannya agar penulis lebih
mengembangkan aspek-aspek teoritis maupun aspek manfaat
praktis dari hak penyewa bangunan yang berdiri di atas tanah
yang akan diambil alih oleh Pemerintah pada Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 dan Figh Muamalah.

Hak ganti rugi pada KUH Perdata pasal 1365 menjelaskan
bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena
salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut. Hak ganti rugi pada Undang-UndangNomor 2 Tahun
2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi
Kepentingan Umum, adanya ketidakjelasan akan ganti rugi
yang diberikan kepada hak penyewa yang menyewa sebuah
rumah yang akan di ambil alih oleh Pemerintah. Dalam figh
muamalah ganti rugi hukumnya wajib diberikan kepada orang
yang dirugikan. berdasarkan Surah Ash-Shu’ara [26] 183 yang
berbunyi:
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“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya
dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan
membuat kerusakan” (QS: Ash- shu’ara [26]: 183).

Ayat diatas menjelaskan bahwa penyewa berhak
mendapatkan  gantirugi  karena adanya = penggusuran
Pemerintah. '

Ketentuan sewa menyewa rumah harus sesuai dengan
perikatan yang diperjanjikan antara pemilik rumah dan
penyewa rumah. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan KUH
Perdata pasal 1320 yang menjelaskan tentang perikatan.
Ketentuan Sewa menyewa rumah juga diatur pada KUH
Perdata Bab VII tentang Sewa Menyewa.Adapun ketentuan
pembebasan lahan oleh Pemerintah harus sesuai dengan pasal
16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum. Pasal
tersebut menjelaskan langkah-langkah dalam pembebasan
lahan yang meliputi: pemberitahuan rencana pembangunan,
pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi
publik rencana pembangunan. Pembebasan lahan pun telah
dijelaskan secara singkat dalam Fatwa MUI No. 8/Munas
VI/MUY/12/2005 point 1 yang berbunyi: “Hak milik pribadi
wajib dilindungi oleh Negara/ Pemerintah dan dijamin hak-
haknya secara penuh. Tidak seorang pun termasuk Pemerintah
boleh mengurangi, mempersempit atau membatasinya.
Pemiliknya berkuasa atas hak miliknya dan berhak
mempergunakan atau memanfaatkannya dalam batas-batas
yang dibenarkan oleh Syara'/hukum Islam”. Pada Fatwa MUI
No. 8/Munas VII/MUI/12/2005 tidak dijelaskan secara detail
tentang  ketentuan-ketentuan dalam pembebasan lahan.
Sedangkan pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi
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Kepentingan Umum dijelaskan secara jelas. Dalam hal hak
penyewa bangunan yang berdiri di atas tanah yang akan
diambil alih oleh Pemerintah yakni pemilik sewa mendapatkan
ganti rugi sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
Bagi Kepentingan Umum. Pada pasal 1576 KUH Perdata
menjelaskan bahwa dengan dijualnya barang yang disewa,
suatu persewaan yang dibuat sebelumnya, tidaklah diputuskan
kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan
barang. Jika ada suatu perjanjian yang demikian, si penyewa
tidak berhak menuntut suatu ganti-rugi apabila tidak ada suatu
janji seperti tersebut belakangan ini, ia tidak diwajibkan
mengosongkan barang yang disewa, selama ganti-rugi yang
terutang belum lunas.

Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa
penyewa mendapatkan ganti rugi dari pemilik rumah.
Sedangkan penyewa tidak mendapatkan ganti rugi dari
Pemerintah. Hak penyewa mendapatkan ganti rugi sejalan
dengan KUH Perdata dan figh muamalah namun bertentangan
dengan Undang-Undang.
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BAB1I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang
berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling
berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.' Perjanjian harus
memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu suatu
kesepakatan yang mengikat para pihak, kecakapan untuk
membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu
sebab yang halal. Dengan terpenuhinya empat syarat
sahnya perjanjian, maka secara hukum dianggap mengikat
bagi para pihak yang membuatnya.” Perlu diketahui bahwa
dasar segala perjanjian adalah keadilan.” Perjanjian
merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.
Memang perikatan itu paling banyak lahir dari perjanjian,

tetapi ada juga perikatan yang lahir dari undang-undang.4

! Wirjono Prodjodikoro, Asas-4sas Hukum Perjanjian, (Bandung:

Mandar Maju, 2000), h. 4.

2 pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Panduan Hukum Islam terj. I lamul Al

Muwagqgqi’in ‘An Rabb Al-Alamin penterjemah, Asep Saefullah Fm, (Jakarta:
Pustakaazzam, 2007), Jilid 4, h. 254

4 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1979), h. 1
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Akad ijarah merupakan perjanjian atau akad jual beli,
termasuk dari bagian Al-Ugiidal-Mussammah’®  yang
sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat
Islam dari sisi karakter akadnya. Akad ijarah berbeda
dengan transaksi jual beli karena sifatnya temporal,
sedangkan jual beli bersifat permanen karena pengaruhnya
dapat memindahkan kepemilikan suatu barang. Akad
ijarah adalah akad yang sangat penting dalam kehidupan.®

Jjarah atau sewa menyewa adalah suatu jenis akad
untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.7
Untuk sewa menyewa terhadap benda tidak bergerak
seperti rumah, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 1994 Tentang Penghuni Rumah Oleh
Bukan Pemilik yang menyatakan bahwa perjanjian sewa-
menyewa rumah dilakukan dengan batas waktu tertentu

dan jika perjanjian sewa-menyewa rumah dilakukan tanpa

* Al-‘Uquud Al-Mussammah adalah akad yang telah disebutkan
namanya dan diatur oleh Allah swt., seperti jual beli, ijarah, syirkah,
kafalah, dan hibah.

¢ Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema
Insani, 2011), Cet 1, h. 385

7 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian
Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 52.
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batas waktu tertentu, maka dinyatakan tidak sah.® Di dalam
sewa-menyewa, si pemilik objek hanya menyerahkan hak
pemakaian dan pemungutan hasil dari benda tersebut,
sedangkan hak milik atas benda tersebut tetap berada
ditangan yang menyewakan sebaliknya pihak penyewa
wajib memberikan uang sewa kepada pemilik benda
tersebut.” Menurut bahasa jarah berarti upah, ganti atau
imbalan, dalém istilah umum dinamakan sewa-menyewa,
oleh karena itu ijarah mempunyai pengertian umum yang
meliputi upah atau imbalan atas pemanfaatan barang atau
suatu kegiatan.'® Akad 1jarah dapat dikatakan sebagai akad
yang menjualbelikan antara manfaat barang dengan
sejumlah imbalan sewa (wjrah). Tujuan akad ijarah dari
pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara
optimal. Sedangkan dari pihak pemilik, ijdrah bertujuan

untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa.!!

% Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang
Didambakan, (Bandung: Alumni, 2006), h. 185

9 Wirjono Prodjodikoro, 4sas-Asas Hukum Perjanjian, h. 49

1 Helmi Karim, F: iqgh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 1993),
h 9

! Ghufran A. Mas’adi, F iqih Muamalah Konstektual, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2002), h.188.




Dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dikatakan bahwa sewa menyewa itu berlangsung
selama waktu tertentu, yang berarti bahwa dalam
perjanjian sewa menyewa harus selalu ditentukan tenggang
waktu tertentu, tetapi dalam perjanjian sewa menyewa itu
dapat juga tidak ditetapkan suatu jangka waktu tertentu,
asal sudah disetujui harga sewa untuk satu jam, satu hari,
satu bulan, dan lain-lain. Jadi para pihak bebas untuk
menentukan berapa lama waktu tersebut.'?

Adapun akad sewa menurut Ulama Hanafiyah adalah
akad untuk mengambil manfaat suatu barang dengan
adanya imbalan.”* Ulama Malikiyah mendifinisikan akad
sewa sebagai akad yang berfungsi memberikan hak
kepemilikan atas manfaat suatu barang tertentu dengan

imbalan tertentu pula.14 Sedangkan Ulama Hanabilah

"2 PASAL 1548 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA

3 Al hidayah syarah Bidayah. Dalam Al Figh Ala madzahib Al
Arbaah, sewa diberi devinisi sebagai akad yang berfungsi memberikan
manfaat yang diketahui secara pasti, dituju kemanfaatannya dengan adanya
imbalan. Juz 3. h. 72.

'* Syarh fath Al Jalil. Ulama Malikiyah membedakan istilah sewa
barang ringan dan kebutuhan manusia dengan sewa barang yang berat.

Untuk yang pertama dinamakan ijarah yang kedua dinamakan Al Kara.



5

memberikan definisi akad sewa sebagai jual beli atas
manfaat suatu barang."”” Menurut Ulama Syafi’iyah, akad
sewa adalah: akad untuk mengambil manfaat suatu barang
yang diketahui secara pasti, manfaat tersebut memang
dituju, dapat diserah-terimakan dengan adanya imbalan
yang disetujui oleh kedua belah pihak '

Para ulama figh berbeda pendapat tentang sifat ijarah,
apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau
tidak.Ulama Hanafiyah béfpendirian bahwa akad ijarah itu
mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila
terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti

salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan

ljarah menurut mereka adalah akad yang berfungsi memberikan
kepemilikan atas manfaat sesuatu yang diperbolehkan oleh syara’ dalam
jangka waktu tertentu dengan imbalan yang diambil bukan dari manfaat
tersebut. Al figh Al madzahib Al Arba’ah, Juz 3, h. 73

15 Al kafi. Ulama Hanabilah memberi devinisi ijarah sebagai akad
atas manfaat yang diperbolehkan menurut syara’, bemilai ekonomi,
manfaatnya di ambil sedikit demi sedikit dalam tenggang waktu yang
ditentukan dengan adanya imbalan. Juz 3. h. 74

16 Qolyuby ‘Umairah Hal. 68, Cet. Akhbarul Yaum. Dalam Al
qamus, Al Ajru adalah imbalan atas pekerjaan. Sedang dalam Al mu’jam Al
wasith, 4! Ajru —upah- adalah kompensasi atas peketjaan yang telah

dilakukan atau manfaat yang diterima.




bertindak hukum.Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan
bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat

17" Menurut

atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.
Ulama Hanafiyah, akad sewa dapat batal, karena
munculnya halangan mendadak terhadap si penyewa.
Misalnya, jika seseorang menyewa toko untuk berdagang
kemudian dagangannya terbakar atau dicuri orang.
Alasannya adalah bahwa hilangnya sesuatu yang
digunakan untuk memperoleh manfaat sama dengan
hilangnya barang yang memiliki manfaat itu. Akan tetapi,
menurut jumhur ulama, sewa menyewa tidak dapat batal
kecuali ada hal-hal yang membatalkan akad (adanya uzur)
seperti cacat atau tempat pemenuhan manfaatnya hilang.'®
Menurut Ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang

berakad dalam akad ijarah, maka tidak boleh diwariskan.

Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal

dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena

manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan ijarah

17 Rachmat Syafe’l, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia,
2004), h. 121

'* Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, Bidayah al-
Mujtahid wa Nihayatul Mugtashid, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995.), Juz II, h.
185
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sama dengan jual beli yaitu mengikat kedua belah pihak
yang berakad. Menurut ulama Hanafiyah, ijirah adalah
akad yang lazim (mengikat) yang boleh dibatalkan.
Menurutnya ijarah batal dengan meninggalnya salah
seorang yang berakad dan tidak dapat dialihkan kepada ahi
waris. Alasannya adalah bahwa kematian itu merupakan
perpindahan barang yang disewakan dari satu pemilikan
kepada pemilik yang lain. Karena itu, akad tersebut
dianggap batal. Sedangkan jumhur ulama berpendapat
bahwa ijarah adalah akad lazim yang tidak dapat
dibatalkan dan dapat diwariskan. Adapun alasannya adalah
bahwa akad ijarah itu merupakan akad imbalan. Karena
itu, tidak menjadi batal karena meninggalnya salah satu
pihak seperti dalam jual beli'” Jika akad sudah
berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan
bayaran dan tidak ada ketentuan menangguhkan. Menurut
Abu Hanifah dan Malik, wajib diserahkan secara
angsuran, sesuai dengan manfaat yang di terima. Menurut
Imam Syafi’i dan Ahmad ibn Hanbal, sesungguhnya ia
berhak sesuai dengan akad itu sendiri, jika pihak yang

menyewakan menyerahkan ‘ain kepada penyewa, ia

19 Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, Bidayah al-
Mujtahid wa Nihayatul Mugtashid, h. 186




berhak menerima seluruh bayaran karena si penyewa
sudah memiliki kegunaan (manfaat) dengan sistem ijarah
dan ia wajib menyerahkan bayaran agar dépat menerima
 ain (agar ‘ain dapat diserahkan kepadanya).zo

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Per). Betapapun kedudukan UU ini berdasarkan pendirian
Mahkamah Agung, terdapat beberapa istilah yang perlu
diperhatikan. Antara lain, istilah penyewa sesuai dengan
pembahasan yang terdapat dalam (Pasal 1550 dst, Jo Pasal
1548). Pada saat itu diterbitkan dan diberlakukan di
Indonesia, tidak dikenal istilah consumer atau consument
(istilah Inggris dan Belanda). Di Negeri Belanda istilah
koper atau huurder digunakan dalam perundang-
undangannya. Karena itu, dalam KUH Per kita
menemukan istilah pembeli (koper, Pasal 1457 dst,
KUHPer), penyewa (huurder, Pasal 1548 dst), penitip

barang  (bewargever, Pasal 1694dst) peminjam
(verbruiklener, Pasal 1754 dst) dan sebagainya. Sedangkan
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ditemukan
istilah tertanggung (verzekerde, Pasal 246 dst, Buku

20 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiy,
1971), Jilid 111, h. 188-189
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Kesatu), dan penumpang (opvarende, Pasal 341 dst, Buku
Kedua).”!

Hak dari penyewa adalah menerima barang yang
disewakan dalam keadaan baik, sedangkan kewajibannya
adalah sebagai berikut  (perhatikan Pasal 1560-1566
KUHPerdata):

1. Membayar uang sewa pada waktu yang telah
ditentukan,

2. Tidak diperkenankan mengubah tujuan barang yang

disewakan,

3. Mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan yang
disebabkan oleh penyewa sendiri, atau oleh orang-

orang yang diam di dalam rumah yang disewa,

4. Mengembalikan barang yang disewa dalam keadaan
semua ketika perjanjian sewa menyewa tersebut telah

habis waktunya,

5. Menjaga barang yang disewa sebagai tuan rumah yang

bertanggung jawab,

2l A7. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Diadit
Media, 2014), h. 63
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'6. Tidak boleh menyewakan lagi barang sewaannya
kepada orang lain. Apabila telah ditentukan demikian,
dan ketentuan tersebut dilanggar, maka perj anjian'dapat
dibubarkan dan penyewa dapat dituntut mengganti

perongkosan, kerugian, serta bunga.?

Dalam sewa menyewa diperlukan adanya komunikasi.
Kegagalan berkomunikasi sering menimbulkan kesalah-
pahaman, kerugian bahkan malapetaka. Resiko tersebut
tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat
lembaga, komunitas, dan bahkan negara. Komunikasi
adalah proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan
nonverbal. Segala perilaku dapat disebut komunikasi jika

melibatkan dua orang atau lebih. 2

Wilbur schrarmm ményatakan bahwa komunikasi
sebagai suatu proses berbagi (sharing process), schrarmm
menguraikannya demikian: “komunikasi berasal dari
bahasa latin communis yang berarti umum (common) atau
bersama. Apabila kita berkomunikasi, sebenarnya kita

sedang berusaha menumbuhkan suatu kebersamaan

2 http://ngobrolinhukum.com/2013/05/16/perjanjian-sewa-
menyewa/ di akses Tanggal 1 Juni 2015

3 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung:
Remaja RasadaKarya, 2007), Cet 1, h. 45
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(communness), dengan seseorang yaitu kita berusaha
berbagi informasi, ide atau sikap”. Dari uraian tersebut
dapat disimpulkan bahwa sebuah komunikasi yang efektif
adalah komunikasi yang berhasil melahirkan kebersamaan
(communness), tanpa ada kesalahpamahan antara sumber
(source) dengan penerima (audience-receiver). Sebuah
komunikasi akan efektif apabila audience menerima pesan,
pengertian dan lain-lain sama seperti yang dikehendaki

oleh penyampai. 24

Proses komunikasi dapat diartikan sebagai “fransfer
informasi” atau pesan (message) dari pengirim pesan
sebagai komunikator dan kepada penerima sebagai
komunikan. Dalam proses komunikasi tersebut bertujuan
untuk mencapai saling pengertian (mutual understanding)
antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses
komunikasi. Dalam proses komunikasi, komunikator
mengirimkan pesan/informasi kepada komunikan sebagai

saran komunikasi.

Sebagai contoh kurangnya kegiatan komunikasi antara

lain terjadi pada Hari Rabu Tanggal 7 November Tahun

24 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Pt
Remaja RasadaKarya, 2005), Cet 1, h. 32
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2012, ketika siang hari terjadi kericuhan penggusuran
rumah warga di Rt. 09 Rw. 19 Kelurahan Depok,
Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. Peristiwa itu
menjadi bahan tontonan warga apalagi lokasi tersebut
dekat dengan stasiun depok baru. Ketika petugas Satpol PP
Kota Depok gabungan dengan unsur polisi dan koramil
berusaha menggusur rumah seluas 132 Meter Persegi yang
ditempati keluarga yaitu Sobrani dan Ny. Komariah.

Pemilik merasa bahwa pemerintah kota belum
memberi ganti rugi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
“dari pemerintah dihargai tanah Rp 650 Ribu/Meter
sedangkan kami ingin 5 juta/Meter. Tanah dan bangunan
tersebut sudah ditempati selama 35 tahun dan sudah
mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM). Sehingga tidak
bisa dianggap sebagai bangunan liar. Rumah ini berlantai

dua dan juga terdapat delapan kamar kost didalamnya.

Memiliki bangunan serta kontrakan tidak dilarang.
Oleh karena itu betapa banyaknya bangunan serta
kontrakan yang tersedia di setiap wilayah. namun
pemerintah pun mempunyai kepentingan dalam pengadaan
tanah Yang mana mengharuskan pemilik tanah untuk

menyerahkan  tanahnya demi  kepentingan. Dan
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kepentingan umum tersebut akan bermanfaat bagi warga

negaranya.

Dengan adanya penggusuran ini Para penyewa kamar
kost yang berada di rumah tersebut memprotes dan
menolak digusur, tetapi protes mereka tidak ditanggapi.
Para warga sekitar pun menolak akan penggusuran
tersebut. Para penyewa kamar kost kebingungan akan
uang sewaan untuk menyewa kamar kost baru sedangkan
mereka sudah membayar kost mereka penuh pada bulan
november ini. jika pemilik rumah belum mendapatkan
ganti rugi dari pemerintah bagaimana pemilik rumah
mengembalikan uang para penyewa kamar kost. Lalu siapa
yang akan menanggung ganti rugi yang terjadi pada
penggusuran ini. Bagaimana penyelesaiannya? Serta
Dimanakah hak penyewa sebagai konsumen untuk
mendapatkan haknya dalam sewa-menyewa atau

mendapatkan ganti rugi dari penggusuran ini?

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka tulisan
ini akan mengkaji dan menelaah, kemudian menuangkan
dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Hak Penyewa
Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Yang Akan
Diambil Alih Oleh Pemerintah”.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah

dalam skripsi ini ialah:

1.
2.

Bagaimana ketentuan hukum sewa menyewa rumah?
Bagaimana ketentuan hukum pembebasan lahan oleh
pemerintah?

Bagaimana Implementasi hak penyewa bangunan
yang berdiri di atas tanah yang akan diambil alih oleh
pemerintah?

Apa hambatan-hambatan dalam pemberian ganti rugi?
Apa perbedaan yang signifikan dalam pengadaan
tanah menurut perpres nomor 65 tahun 2006 dan
Undang-Undang nomor 2 tahun 2012?

Apa hak-hak penyewa dalam figh muamalah?
Bagaimana prosedur pemerintah dalam melaksanakan

pembebasan lahan?

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini tidak

terlalu luas, maka penulis membatasi dan merumuskan
pokok pembahasannya dalam lingkup Tinjauan Hukum
Islam dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Atas Hak
Penyewa Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Yang

Akan Diambil Alih Oleh Pemerintah menurut Undang-



15

Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

Untuk Kepentingan Umum.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan

diatas maka penulis merumuskan dan membatasi masalah

hanya pada point 1, 2 dan 3 sebagai berikut: "

1.
2.

Bagaimana ketentuan hukum sewa menyewa rumah?
Bagaimana ketentuan hukum pembebasan lahan oleh
pemerintah?

Bagaimana Implementasi hak penyewa bangunan yang
berdiri di atas tanah yang akan diambil alih oleh

pemerintah?

. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa tujuan yang diharapkan dari penelitian

ini diantaranya:

1.

Untuk mengetahui Bagaimana ketentuan hukum sewa

menyewa rumah

. Untuk mengetahui ketentuan hukum pembebasan lahan

oleh pemerintah

. Untuk mengetahui hak penyewa bangunan yang berdiri

di atas tanah yang akan diambil alih oleh pemerintah
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Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi 3, yaitu

secara akademi, teoritis dan secara praktis, dengan

penjelasannya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai tambahan khasanah dalam ilmu

pengetahuan tentang hukum, khususnya pada hak

penyewa bangunan yang berdiri di atas tanah yang akan

diambil alih oleh pemerintah.

2. Secara praktis

a.

Sebagai bahan kajian bagi para pelaku sewa-
menyewa sehingga dapat memperluas ilmu
pengetahuan, khususnya jika terjadi pengambilalihan
tanah oleh pemerintah ketika masa sewa atau
penyewa sudah membayar uang sewaan.

Bagi pemerintah sebagai bahan pengetahuan untuk
memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas
tanah jika terjadi pengadaan tanah dan bagi pemilik,
ketika ia sudah mendapatkan ganti rugi untuk segera

membayar ganti rugi kepada penyewa.
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E. Kajian Pustaka

Bahan-bahan pembahasan dalam penelitian ini
diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library
research), yaitu data-data didapatkan melalui penelitian
terhadap literature yang ada kaitannya dengan penulisan
penelitian.

Menurut kajian pustaka yang telah dilakukan, penulis
belum mendapatkan tulisan atau laporan yang memuat
tentang Hak Penyewa Bangunan Yang Berdiri Di Atas
Tanah Yang Akan Diambil Alih Oleh Pemerintah. Penulis
mendapatkan pembahasan dengan judul-judul yang
membahas tentang sewa-menyewa. Judul-judul tersebut
antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Panjar
Dalam Sewa Menyewa Rumah (studi kasus di Sapen
Demangan Gondokusuman Yogyakarta). Aisyatun
Nadlifah, 04380045, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2009

Skripsi yang ditulis oleh saudari Aisyatun

Nadlifah membahas tentang landasan hukum islam

dalam penerapan uang sistem panjar yang terjadi pada

akad sewa-menyewa rumah di Sapen Demangan

Gondokusuman Yogyakarta. Kesamaannya adalah




adanya sistem sewa-menyewa yang mana uang
diberikan di awal perjanjian sedangkan perbedaannya
adalah skripsi ini lebih mengedepankan hak penyewa
dari segi pemberian ganti rugi.

2. Ganti Rugi Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan

Proyek (Studi Kasus Proyek Irigasi Kedung Ombo
Jawa Tengah), Mohammad Hatta, 001227, Universitas
Diponegoro, Semarang, 2002.
Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Hatta membahas
tentang ganti rugi pembebasan tanah untuk
kepentingan proyek serta hambatan-hambatan yang
terjadi dalam pemberian ganti rugi. Kesamaannya
adalah adanya unsur ganti rugi akibat terjadinya
pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah.
sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini lebih
mengarah kepada hak penyewa untuk mendapatkan
ganti rugi dan skripsi ini menggunakan undang-
undang terbaru yaitu Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Tujuan penelitian kepustakaan dalam penulisan ini
agar penulis lebih mengembangkan aspek-aspek teoritis

maupun aspek manfaat praktis dari hak penyewa bangunan
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yang berdiri di atas tanah yang akan di ambil alih oleh
pemerintah. Penulis berharap dengan studi pustaka ini,

penulis mempunyai pendalaman yang lebih luas dan

mendalam terhadap masalah yang hendak penulis teliti.

Dalam studi pustaka, penulis mencari informasi dari
berbagai macam buku referensi yang secara resmi telah
dipublikasi atau telah menjadi pegangan dalam
mempelajari suatu bidang ilmu, surat kabar, majalah, dan

internet.

Kerangka Teori

Kerangka teori dari penulisan skripsi ini adalah
membahas tentang hak penyewa bangunan yang berdiri di
atas tanah yang akan diambil alih oleh pemerintah.

Dalam suatu perjanjian mengharuskan adanya
kontrak. Definisi Kontrak adalah perjanjian tertulis yang
dibuat oleh para pihak, yang berjanji yang akan menaati
sesuatu tersebut dalam perjanjian tersebut.

Prinsip pada pembuatan kontrak terdiri dari:
a. Kontrak yang dibuat secara sah, berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuat. (pasal

1338 KUHPerdata)




b. Suatu perjanjian hanya mengikat tentang hal-hal yang
diperjanjikan (MA.539K/Sip/73)

c. Kontrak sah jika memenuhi syarat sebagai berikut: 1)
kesepakatan para pihak, 2) cakap melakukan tindakan
hukum, 3) hal tertentu (obyek tertentu), 4) causa yang
halal (pasal 1320 KUHPerdata)

d. Asas perundang-undangan
1) Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior artinya:

peraturan yang lebih tinggi mengesémpingkan yang
rendah (Asas Hierarki), Dalam kerangka berfikir
mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-
undangan, pasti tidak terlepas dalam benak kita
menganai Teori Stuffen Bow karya Hans Kelsen
(selanjutnya disebut sebagai “Teori Aquo”). Hans
Kelsen dalam Teori Aquo mambahas mengenai
jenjang norma hukum, dimana ia berpendapat
bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang
dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata
susunan. Yaitu digunakan apabila terjadi
pertentangan, dalam hal ini yang diperhatikan
adalah hierarkhi peraturan perundang-undangan,
misalnya ketika terjadi pertentangan antara

Peraturan Pemerintah (PP) dengan Undang-undang,




2)

3)
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maka yang digunakan adalah Undang-undang
karena undang-undang lebih tinggi derajatnya.
Teori Aquo semakin diperjelas dalam hukum
positif di Indonesia dalam bentuk undang-undang
tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan. ’

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis adalah:
asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa
hukum yang bersifat khusus (lex specialis)
mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex
generalis). Contohnya, dalam pasal 18 UUD 1945,
gubernur, bupati, dan walikota harus dipilih secara
demokratis. Aturan ini bersifat umum (lex
generalis). Pasal yang sama juga menghormati
pemerintahan daerah yang bersifat khusus (lex
specialis), sehingga keistimewaan daerah yang
gubernurnya tidak dipilih secara demokratis seperti
Daerah Istimewa Yogyakarta tetap dipertahankan.
Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori yaitu pada
peraturan yang sederajat, peraturan yang paling
baru melumpuhkan peraturan yang lama. Jadi
peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang

baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan
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4)

5)

yang lama tidak berlaku lagi. Biasanya dalam
peraturan perundangan-undangan ditegaskan secara
ekspilist yang mencerminkan asas ini. Contoh yang
berkenaan dengan Asas Lex Posterior Derogat Legi
Priori: dalam Pasal 76 UU No. 20/2003 tentang
Sisidiknas dalam Ketentuan penutup disebutkan
bahwa Pada saat mulai berlakunya Undang-undang
ini, Undang-undang Nomor 48/Prp./1960 tentang
Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.
Asas Undang-Undang Tidak Boleh Berlaku Surut
(Non-Retroaktif)/ Asas Legalitas ialah suatu
peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan
ketentuan undang-undang pidana yang
mendahuluinya.

Hukum Islam tentang sewa menyewa dan
bangunan yang diambil alih oleh pemerintah. Tata

kehidupan perlu diatur dengan norma-norma
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hukum yang diambil dari ajaran-ajaran Islam dan
norma-norma hukum menata hubungan sosial

mereka.”’

G. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum
yang hendak dianalisis, penelitian ini merupakan
penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif
(kaedah-kaedah hukum) yakni suatu penelitian yang
terutama menganalisa ketentuan-ketentuan hukum
positif dan figh muamalah maupun asas-asas hukum,
dengan melakukan penjelasan secara sistematis
ketentuan hukum dalam sebuah kategori hukum
tertentu, menganalisa hubungan antara ketentuan
hukum, menjelaskan dan memprediksi pengembangan
ke depan, membuktikan teori, dan mengembangkan
teori dimana pengumpulan data dan analisa data

berjalan pada waktu yang bersamaan.

2 Dede Rosyada, Hukum Islam Dan Pranata Sosial, Lembaga
Studi Islam Dan Kemasyarakatan (LSIK), (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1993)
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2. Pendekatan Penelitian

Untuk menganalisa permasalahan yang ada,
penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
perbandingan.  Pendekatan  perundang-undangan
dilakukan untuk menyingkap hak penyewa bangunan
yang berdiri di atas tanah yang akan di ambil alih oleh
pemerintah dalam sistem hukum di indonesia. Untuk
tujuan tersebut akan dikaji beberapa peraturan
perundang-undangan terkait.

Sementara pendekatan perbandingan digunakan
untuk membandingkan antara hak penyewa bangunan
yang berdiri di atas tanah yang akan di ambil alih oleh
pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan

" Umum dengan hak penyewa bangunanAyang berdiri di

atas tanah yang akan di ambil alih oleh pemerintah
menurut figh muamalah.
Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif,
bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder.



25

Bahan hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan hak
penyewa bangunan yang berdiri di atas tanah yang
akan di ambil alih oleh pemerintah, yaitu Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
Sedangkan untuk menggali konsep hak penyewa
bangunan dalam figh muamalah akan digunakan
bahan hukum primer berupa buku-buku hukum islam
klasik dan modern, diantaranya Al-Figh al-Islami wa
Adillatuhu (Figh Islam wa Adillatuhu) dan Figh
Sunnah.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan
hukum yang diperoleh melalui studi pustaka (Library
Research). Melalui studi pustaka ini diharapkan akan
diperoleh bahan hukum yang terkait dengan kerangka
penelitian dan seluruh ruang lingkup aspek hukum
yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Bahan hukum sekunder meliputi bahan yang
mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku
hukum, buku-buku pengadaan tanah untuk
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kepentingan umum, makalah dan Kkarya ilmiah
lainnya.
Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penulisan skripsi
ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research),
yaitu data-data didapatkan melalui penelitian terhadap
literature yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi
ini.

Teknik Analisa dan impertensi data

Data atau informasi yang diperoleh dalam
penelitian ini akan disajikan secara kuantitatif dengan
pendekatan  deskripstif-analitis  dan  perskriptif-
analitis. Analisa data dilakukan secara menyeluruh
dan merupakan satu kesatuan (holistic), metode yang
demikian ditempuh mengingat penelitian ini tidak
mementingkan kuantitas datanya, tetapi lebih
mementingkan kedalaman isinya.

Teknik analisis, dimulai dengan menghimpun
bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer
maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan
dengan hak penyewa bangunan yang berdiri di atas
tanah yang akan di ambil alih oleh pemerintah ditinjau

dari hukum positif dan figh muamalah.
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Terhadap bahan hukum primer dipelajari dan
diidentifikasi kaidah-kaidah atau asas-asas hukum
yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-
undangan, menganalisa masalah dengan maksud
mencari dalil. ,

Bahan-bahan penelitian yang telah ditentukan
tersebut dipelajari dengan seksama sehingga diperoleh
kesimpulan yang terkandung didalamnya, baik berupa
usul, argumentasi, maupun ketentuan-ketentuan
terkait.

6. Teknik penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penelitian ini
menggunakan “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan
Disertasi Institut lImu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta” tahun
2011.

H. Sistematika Penelitian
Tulisan dalam skripsi ini disusun secara sistematis
dalam pembahasannya dan dibagi-bagi menurut kelompok
masalah sehingga terjadilah pembahasan menurut outline,
yaitu:
Bab pertama menguraikan tentang pendahuluan yang

berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan
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dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori
atau konsep, metodologi penelitian, dan sistematika
penulisan. Semua yang ada dalam bab ini untuk
mengarahkan para pembaca kepada subtansi penelitian.

Bab kedua, Tinjauan Pustaka pada point A yang akan
menguraikan tentang hukum perjanjian sewa-menyewa
menurit KUH Perdata meliputi ketentuan-ketentuan
perikatan pada umumnya yakni: syarat sahnya perjanjian,
pelaksanaan perjanjian, keadaan memaksa, wanprestasi,
dan ganti rugi. Sedangkan Point B membahas tentang
hukum perjanjian sewa menyewa menurut hukum islam
meliputi pengertian sewa-rhenyewa, dasar hukum sewa-
menyewa, rukun dan syarat sewa-menyewa, aspek-aspek
sewa-menyewa, dan pembatalan berakhirnya sewa-
menyewa.

Bab Tiga menguraikan tentang hak warga negara yang
tanahnya diambil oleh negara untuk kepentingan umum
meliputi: point A hak pemilik tanah yahg terdiri dari
pengertian pengadaan tanah, Dasar Hukum Pengadaan
Tanah, Tujuan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum, Prosedur Yang Harus Di Penuhi Pemerintah, Ganti

Rugi Dalam Pengadaan Tanah. Ponit B Hak penyewa
bangunan yang tanahnya diambil oleh negara yang terdiri
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dari: Hak dan Kewajiban Penyewa Menurut KUH
Perdata, Hak dan Kewajiban Penyewa Menurut Figh
Muamalah, Hak Penyewa Tanah atau Bangunan Yang
Tanahnya Diambil Alih Oleh Pemerintah, Prosedur
Penyelesaian Perjanjian Diantara Para Pihak Terkait
Penggantian Kerugian Sewa Akibat Tanah Yang Akan
Diambil alih Oleh Pemerintah.

Bab empat menguraikan tentang: Implementasi Hak
Penyewa Tanah Atau Bangunan Yang Tanahnya Diambil
Oleh Negara Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun
2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
dan Menurut Kajian Hukum Islam

Bab lima, Penutup yakni meliputi kesimpulan penulisan

skripsi dan saran




BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah yang penulis ajukan,
maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum pada sewa-menyewa rumah diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata) yakni mengambil manfaat pada rumah
tersebut, dan penyewa harus membayar uang
sewaannya setiap bulan atau tahun, sesuai dengan
kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat oleh para
pihak. Perjanjian sewa-menyewa itu dikatakan sah jika
telah terpenuhinya syarat sahnya perjanjian pasal 1320
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per).

2. Instansi yang memerlukan tanah bersama Pemerintah
provinsi  berdasarkan = dokumen  perencanaan
pengadaan tanah atau pembebasan tanah yakni
melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan,
melaksanakan pendataan awal lokasi rencana
pembangunan dan melaksanakan konsultasi publik

rencana pembangunan sesuai pasal 16 Undang-

149
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Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Untuk Kepentingan Umum (PTKU).

. Implementasi hak penyewa bangunan yang berdiri di

atas tanah yang diambil alih oleh Pemerintah tidak
diuraikan di dalam undang-undang nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum, karena penyewa bukanlah pemegang hak atas
tanah sehingga ia tidak memiliki sertifikat tanah untuk
mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah. Namun
dengan kebijakan pemilik rumah atau bangunan atau
pemegang hak atas tanah, penyewa wajib
mendapatkan kompensasi ganti rugi karena ia telah
membayarkan uang sewa selama setahun atau untuk
jangka waktu tertentu dan pada pertengahan masa
sewa ia diharuskan untuk pindah oleh karena itu ia
termasuk subjek hukum yang dirugikan akan dampak
adanya pembebasan tanah tersebut karena masa sewa
yang telah di perjanjikan antara pemilik rumah dan
penyewa belum habis. Jika penulis amati, mencari
rumah sewaan yang nyaman bukanlah hal yang mudah
dilakukan seseorang dan hal tersebut membutuhkan
waktu yang cukup lama dan dana yang tidak sedikit.

Jika penyewa membayar sewa setiap akhir bulan lalu
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Pemerintah mengambil alih tanah atau bangunan yang
ia tempati di akhir masa sewa maka pemilik sewa atau
pemilik tanah tidak perlu memberikan ganti rugi
kepada penyewa karna tidak ada hak penyewa yang
dirugikan oleh orang lain. Dalam pandangan figh
muamalah telah dijelaskan kewajiban seseorang untuk

mengganti kerugian hak orang lain yang dirugikan.

Saran

Sebagai catatan akhir dari penulisan ini, ada

beberapa saran yang _sekiranya bisa membuahkan

semangat untuk bangunan yang berdiri diatas tanah yang

di ambil alih oleh Pemerintah:

1.

Hendaknya Pemerintah mensosialisasikan Undang-
Undang tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum agar lebih dimaksimalkan khususnya untuk
wilayah-wilayah yang akan diambil alih oleh
Pemerintah.

Hendaknya Pemerintah memberikan ganti rugi kepada
pihak yang terkena pembebasan tanah atau pengadaan
tanah sekurang-kurangnya sesuai dengan Nilai Jual

Objek Pajak (NJOP)
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